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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 04/Pid.Sus-

Anak/2018/PN.Wmn, penerapan sistem peradilan pidana anak telah 

dilaksanakan secara prosedural sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti 

pelaksanaan upaya diversi, pendampingan anak oleh wali dan Pembimbing 

Kemasyarakatan, serta pemeriksaan dalam forum sidang anak. Namun 

dalam aspek substansi, pertimbangan hakim dalam memilih pidana penjara 

belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak, keadilan 

restoratif, dan ultimum remedium sebagaimana diamanatkan UU SPPA. 

Hakim tidak memberikan alasan yang cukup mengapa alternatif pidana lain 

yang lebih bersifat pembinaan tidak dipilih, serta tidak mengoptimalkan 

pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara, oleh karena 

itu, meskipun putusan secara hukum dapat dibenarkan, penerapan prinsip-

prinsip sistem peradilan pidana anak dalam substansi putusan masih perlu 

dioptimalkan untuk mewujudkan perlindungan dan pembinaan maksimal 

terhadap anak. 

B. Saran 

Hakim perlu lebih mengutamakan pidana non-penjara dalam memutus 

perkara anak, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, pendidikan, dan 
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psikologis anak, sesuai prinsip ultimum remedium dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemidanaan 

seharusnya dijadikan upaya terakhir setelah dipertimbangkan alternatif lain 

yang lebih berorientasi pada pembinaan. Selain itu, penerapan keadilan 

restoratif perlu dioptimalkan melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, dan 

masyarakat untuk mencapai pemulihan yang adil. Pendekatan ini tidak 

hanya memenuhi tujuan hukum pidana anak, tetapi juga mendorong 

reintegrasi sosial anak secara lebih efektif. 
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